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ABSTRACT 

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency 

(ATR / BPN) has the main tasks and functions in terms of issuing Land Rights 

Certificates as proof of ownership of land rights, besides that there are several 

national strategic programs mandated to the Ministry of ATR / BPN such as 

Agrarian Reform, PTSL, and land acquisition for the public interest. And of course 

some of these activities are related to forest areas which are the authority of the 

Ministry of Environment and Forestry. According to law enforcement officials, the 

issuance of certificates in forest areas is an act of corruption because it is considered 

to violate the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No.31 of 

1999 jo. Law No.20 of 2001 concerning acts, so that legal problems regarding the 

issuance of certificates in forest areas are directly handled by law enforcement 

officials without going through the process of handling and administrative 

settlement by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study 

aims to find out what actions are categorized as criminal related to the problem of 

abuse of authority in forest areas. In addition, to find out the obstacles and barriers 

as well as optimizing the role of APIP in providing legal protection against alleged 

abuse of authority in forest areas. This research uses a normative law method with 

two approaches, namely a descriptive approach and a statutory approach. The 

results of the study state that the legal problems of alleged abuse of authority in 

forest areas are administrative errors as long as no mens rea elements are found 

(such as gratuities, extortion, and illegal levies) and in accordance with Article 17 

to Article 21 of Law No.30 of 2014 are handled first by APIP and the settlement 

prioritizes the administrative process, namely canceling certificates and returning 

state money. The results of the study found the fact that the legal issues of alleged 

abuse of authority in forest areas are not cases of criminal acts of corruption, but 

administrative errors as long as there is no mens rea element and the handling 

should be carried out by the internal Government Internal Supervisory Apparatus 

of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency in 

this case is the Inspectorate General. 

Keywords: Forest Area, Legal Issues, Government Internal Audit Apparatus 
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BAB I   

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Diperlukan regulasi untuk mendukung upaya meningkatkan mutu 

layanan publik dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan 

dalam penyelenggaraan layanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk 

menegakkan disiplin di antara aparaturnya, termasuk melalui penerapan UU 

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Wulandari, 2021).  

 UU No. 30 Tahun 2014 ditetapkan dengan tujuan menjadi panduan 

dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Para pejabat pemerintahan wajib 

mematuhi pada UU No. 30 Tahun 2014 dalam menjalankan tugas administratif 

dan memberikan layanan kepada publik. Ini merupakan manifestasi dari prinsip 

negara berdasarkan hukum. Dalam konteks negara berdasarkan hukum, pejabat 

pemerintahan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi 

Pemerintahan  dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

administrasi negara (Harjiyatni & Suswoto, 2017). 

 Kawasan hutan adalah salah satu aset alam negara yang bernilai, 

sehingga penerbitan sertipikat di kawasan hutan dianggap sebagai tindakan 

yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran 

prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan formal tersebut memiliki 

dampak nyata dan terdapat unsur kerugian negara, karena selama ini kawasan 

hutan dianggap sebagai aset negara. 

 Penerbitan sertipikat di kawasan hutan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 

(2) dan Pasal 50 dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lebih lanjut 

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan, bahwa penguasaan hutan oleh 

negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan 

mengelola segala hal yang berkaitan dengan hutan, termasuk penetapan status 



2 

 

kawasan hutan, pengaturan hubungan hukum antara individu dan hutan, serta 

regulasi mengenai tindakan hukum dalam konteks kehutanan (Herman et al., 

2022).  

 Mengenai penerbitan sertipikat di Kawasan Hutan, ada dua badan 

peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili isu 

tersebut, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri 

(PN). Pemeriksaan dilaksanakan untuk menentukan apakah ada indikasi 

penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertipikat di kawasan hutan 

(Wansen et al., 2020). 

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN) merupakan Kementerian yang dibentuk berdasarkan 

Perpres Nomor 17 tahun 2015 (dicabut dengan Perpres Nomor 47 tahun 2020). 

Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dan 

fungsi utama dalam hal penerbitan Sertipikat sebagai bukti yang sah dan kuat 

terkait kepemilikan hak atas tanah, selain itu terdapat beberapa Program 

Strategis Nasional (PSN) yang diamanahkan kepada Kementerian ATR/BPN 

seperti Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan 

pengadaan tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN 

Nomor 27 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 

2020-2024, berikut merupakan target dan beban kerja PSN dari Kementerian 

ATR/BPN: 

a. Tahun 2021 (SHAT: 9.000.295 bidang; pengadaan tanah: 73 proyek; dan 

redistribusi tanah: 866.315 hektar). 

b. Tahun 2022 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 190 proyek; dan 

redistribusi tanah: 866.315 hektar). 

c. Tahun 2023 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 82 proyek; dan 

redistribusi tanah: 866.315 hektar). 

d. Tahun 2024 (SHAT: 10.187.297 bidang; pengadaan tanah: 75 proyek; dan 

redistribusi tanah: 866.315 hektar). 

e. Tahun 2025 (Semua bidang tanah terdaftar dan terpetakan) 
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 Terkait tugas Kementerian dalam hal pelayanan pertanahan maupun 

PSN, Kementerian ATR/BPN telah berkoordinasi dan telah menandatangi 

perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi terkait, salah satunya yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait batas-batas 

kawasan hutan. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of 

Understanding (MoU) nomor: 26/SKB-100.HK.03.01/XII/2021, tanggal 27 

Desember 2021 antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK. 

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama (PKS) ini untuk meminimalisir 

adanya kesalahan yang bersifat administratif yaitu terbitnya Sertipikat di 

kawasan hutan. Apabila kedepannya terdapat kesalahan yang bersifat 

administratif dan tidak terdapat unsur mens rea (niat jahat) maka upaya 

penyelesaian permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan 

bentuk perkara perdata dan/atau administratif, dan bukan Tindak pidana korupsi 

(Tipikor) seperti yang dinyatakan oleh pihak jaksa selaku penuntut umum 

dalam tuntutan maupun dakwaan. Niat atau mens rea adalah salah satu faktor 

yang digunakan untuk menilai apakah seseorang bisa dianggap bertanggung 

jawab secara hukum atas perbuatannya dalam pidana atau tidak. Mens rea 

merujuk pada niat jahat yang ada dalam pikiran pelaku kejahatan (Adhari, 

2021). Permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan 

selalu dikategorikan sebagai Tipikor . Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya ego sektoral antar instansi, hingga terjadi ketidaksepahaman antara 

Kementerian ATR/BPN dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal 

penanganan permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan 

hutan yang melibatkan pegawai di Kementerian ATR/BPN. Secara 

administratif, sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 bahwa kasus dugaan 

penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pegawai di kementerian/lembaga 

negara terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang selanjutnya 

apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi terdapat unsur 

mens rea, maka dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan 

data yang dihimpun oleh Biro Hukum Kementerian ATR/BPN per Desember 

tahun 2023, bahwa selama periode 2017 sampai dengan tahun 2023 sekitar 148 
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kasus yang melibatkan sebanyak 327 pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai 

di Lingkungan Kementerian ATR/BPN tersangkut permasalahan dugaan 

penyalahguaan wewenang yang berkaitan dengan tugas Kementerian 

ATR/BPN. Dari 148 kasus yang melibatkan 327 orang tersebut, 12 kasus 

diantaranya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang 

melibatkan 46 orang pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai di Lingkungan 

Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan data tersebut, ditemukan fakta bahwa 10 

kasus tidak terdapat mens rea dan hanya 2 kasus yang terdapat unsur mens rea. 

Pada permasalahan dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan tersebut 

langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa melibatkan APIP 

Kementerian ATR/BPN. Hal ini tentunya melanggar ketentuan dalam UU 

No.30 Tahun 2014 Pasal 20 sehingga bersifat maladministrasi dan membuat 

peran APIP Kementerian ATR/BPN berjalan tidak optimal dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

 Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014, pengawasan dan penyelidikan terhadap 

dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh 

APIP. Hasil pemeriksaan oleh APIP terhadap dugaan penyalahgunaan 

wewenang yaitu (1) tidak terdapat kesalahan, (2) terdapat kesalahan 

administratif, atau (3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan 

kerugian keuangan negara. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa 

kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau 

tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

Untuk internal Kementerian ATR / BPN, regulasi mengenai tugas dan fungsi 

APIP telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 

tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permen 

ATR/ Ka BPN No. 16 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), dan Permen ATR/ Ka BPN No. 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN. Di dalam regulasi 

mengenai peran APIP dijelaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan 
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APIP di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dan bagian dari Satuan Tugas 

SPIP. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang di 

kawasan hutan yang dilakukan oleh pegawai atau pensiunan di Lingkup 

Kementerian ATR/BPN yang bersifat administratif dan tidak terdapat unsur 

mens rea agar mendahulukan pemeriksaan secara administrasi oleh Itjen 

Kementerian ATR/BPN. 

B. Rumusan Masalah 

 Terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 maka dugaan penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan 

seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi (apabila tidak 

terdapat unsur mens rea). Hal ini dalam rangka menjalankan amanah Pasal 17 

sampai dengan Pasal 21 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, sehingga peran Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP 

dapat berjalan secara optimal. Dalam hal pemberian perlindungan hukum, 

penguatan peran Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP terkait 

permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pegawai dan/atau Pensiunan di 

Lingkup Kementerian ATR/BPN serta mengefektifkan tim fasilitasi bantuan 

hukum di Biro Hukum, apabila permasalahan hukum tersebut telah memasuki 

tahap penyelidikan. Tugas dan Fungsi Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai 

APIP dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai dan 

pensiunan di Lingkup Kementerian ATR/BPN tercantum dalam PP No. 60 

Tahun 2008 tentang SPIP, Permen ATR/Ka BPN No.16 Tahun 2019 tentang 

SPIP, Permen ATR/Ka BPN No.16 Tahun 2020 tentang OTK Kementerian 

ATR/BPN, dan Permen ATR/Ka BPN No.13 Tahun 2022 tentang Pelayanan 

Advokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat rumusan masalah, antara lain : 

1. Apa kriteria dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan  yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kaitannya dengan tugas dan 

fungsi pegawai di lingkup Kementerian ATR/BPN? 

2. Apa kendala dan hambatan sehingga peran APIP Kementerian ATR/BPN 

selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 belum  dapat 
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berjalan optimal dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang di 

kawasan hutan?  

3. Bagaimana mengoptimalkan peran APIP dalam menangani kasus dugaan 

penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang dilakukan oleh 

pegawai/pensiunan di Kementerian ATR/BPN? 

C. Tujuan, Manfaat, dan Keaslian Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kriteria dalam penyalahgunaan 

wewenang di kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai pidana 

dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi pegawai di Kementerian 

ATR/BPN. 

b. Penelitian bertujuan mengetahui kendala dan hambatan yang ditemui oleh 

Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam menangani dan 

memberikan perlindungan hukum terkait permasalahan dugaan 

penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan. 

c. Penelitian bertujuan mengetahui cara optimalisasi peran APIP dalam 

menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan 

yang dilakukan oleh pegawai/pensiunan di Kementerian ATR/BPN. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan di 

Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kementerian ATR/BPN 

mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pegawai di lingkup 

Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

mengingat beban kerja yang sangat tinggi dan waktu penyelesaian 

yang singkat sedangkan produk yang dikeluarkan oleh Kementerian 

ATR/BPN memiliki dampak hukum khususnya bagi para pelaksana 

di lapangan. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk optimalisasi peran 

Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai APIP dalam menangani kasus 
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dugaan penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang bersifat 

administratif dan tidak terdapat unsur mens rea. 

b. Untuk Aparat Penegak Hukum (APH) 

1) Agar tercipta persamaan persepsi terkait penanganan dugaan 

penyalahgunaan wewenang di kawasan hutan yang tidak terdapat 

unsur mens rea merupakan kesalahan yang bersifat administrasi 

serta mendahulukan penanganan oleh APIP. APH menunggu hasil 

pemeriksaan APIP, karena tersebut telah diatur dalam Pasal 18 UU 

No.30 Tahun 2014. 

2) Agar kedepannya tidak terjadi lagi kriminilasasi kepada pelaksana 

di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) dalam 

kaitannya dengan tugas dan fungsinya. 

c. Untuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

 Sebagai bahan kajian bahwa kesalahan yang bersifat administrasi 

tidak dapat dipidanakan, karena terdapat aturan yang mengatur 

mengenai tata cara penanganan dan penyelesainnya yaitu Pasal 17 

sampai Pasal 21 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

3. Keaslian Penelitian 

 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan 

pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada ASN. Hal ini tercantum 

dalam Pasal 21 huruf (d) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berhak atas perlindungan hukum, serta Pasal 22 huruf (c) yang menyatakan 

bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berhak atas 

perlindungan hukum. Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 106 

ayat (1) huruf (e) menjelaskan bahwa Pemerintah wajib memberikan bantuan 

hukum kepada ASN. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum 

dalam kasus pidana yang dihadapi oleh para pegawai ASN dalam menjalankan 

tugas mereka. Namun, kendala yang muncul adalah bahwa belum ada 

ketentuan teknis yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi ASN 

(Apparatus, 2018). Di internal Kementerian ATR/BPN, regulasi mengenai 
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tugas dan fungsi Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai  APIP telah dijabarkan 

di dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 16 Tahun 2019 tentang SPIP dan 

dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang OTK 

Kementerian ATR/BPN. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Itjen 

adalah bagian dari APIP yang berada di bawah pengawasan dan tanggung 

jawab langsung Menteri ATR/Kepala BPN dan APIP merupakan bagian dari 

Satgas SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan hukum 

dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau 

pejabat pemerintahan di Kementerian ATR/BPN seharusnya diselesaikan 

terlebih dahulu secara administrasi oleh APIP. 

 Herwin Pratomo (2018) dalam Jurnal “Bantuan Hukum ASN dalam 

Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” menyatakan bahwa 

ditengah meningkatnya jumlah kasus hukum yang melibatkan ASN 

belakangan ini, akan memberikan harapan baru apabila pemerintah 

memberikan jaminan perlindungan hukum berupa bantuan hukum. Apabila 

seorang ASN terlibat dalam kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugasnya, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendampingan hukum 

di berbagai tingkat pengadilan, termasuk pengadilan pidana, perdata, agama, 

maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan asas praduga tidak bersalah 

sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah 

hingga ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bahwa 

seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam 

pengadilan (Apparatus, 2018). 

 Nurhasan Ismail (2018) dalam buku “Hukum Agraria Problem 

Tantangan Perubahan” menyatakan bahwa sumber konflik atau sengketa 

berasal dari pelanggaran terhadap peraturan hukum pertanahan, proses 

penyelesaiannya terbagi antara dua lembaga pengadilan, yaitu PN terkait 

kasus perdata dan PTUN terkait kasus administratif. Dalam lingkup 
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penegakan hukum, baik oleh advokat maupun oleh kepolisian dan kejaksaan, 

pelanggaran terhadap hukum pertanahan diidentifikasi sebagai peluang untuk 

menindak tipikor. 

 Herawati (2022) dalam jurnal “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Denpasar” menyatakan bahwa regulasi mengenai 

fasilitasi bantuan hukum bagi ASN dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat 

(3), serta Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3) dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang 

ASN. Regulasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi ASN dan aturan terkait 

sanksi bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi haruslah jelas, 

tidak ambigu, tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan mudah untuk 

dilaksanakan, sehingga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum (Herawati, 2022). 

 Johanes Marianum Raga (2021) dalam jurnal “Pemberian Bantuan 

Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada ASN di Kabupaten 

Belu” menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan bukan bertujuan 

untuk membebaskan ASN dari hukuman, melainkan untuk memastikan bahwa 

hak-hak hukum ASN yang terlibat dalam masalah terpenuhi dan bahwa 

mekanisme hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa mereka, sebagai bagian 

dari warga negara, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta 

untuk memberikan rasa nyaman bagi ASN dalam melaksanakan tugas mereka, 

meningkatkan profesionalisme, dan integritas mereka (B. Hukum, 2021). 

 I Nyoman Adidiatmika (2021) dalam jurnal “Kewenangan APIP dalam 

Menangani Penyalahgunaan oleh Aparat Pemerintahan” menyatakan bahwa 

APIP merupakan bagian internal dari struktur pemerintahan yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh entitas pemerintah. 

Menurut UU Administrasi Pemerintahan, APIP memiliki kewenangan untuk 

mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang 



10 

 

dilakukan oleh ASN. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan adalah 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintah. Dengan 

demikian, UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada 

APIP untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh ASN. Biasanya, 

pengawasan dilakukan melalui berbagai tindakan untuk memastikan bahwa 

aparat pemerintah bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (F. 

Hukum & Udayana, 2021). 

 Daffa Ladro Kusworo, dkk (2021) dalam jurnal “Regional Surveillance 

Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan 

Realokasi Anggaran Belanja Daerah” menyatakan bahwa kerjasama antara 

APIP, BPKP, dan APH bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari peran 

masing-masing. APIP bertanggung jawab atas pengendalian internal dan Unit 

Quality Assurance sebagai langkah awal, sementara Pengawas Eksternal dan 

APH berperan sebagai lapisan terakhir yang bersifat penegakan hukum. 

Dalam konteks kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh APIP sangat 

penting, terutama dalam menghadapi besarnya anggaran, dan harus 

menegaskan komitmennya terhadap pengawasan untuk memastikan 

akuntabilitas sektor publik (Korupsi et al., 2021). 

 Herman, dkk (2022) dalam jurnal “Pembuktian Tindak Pidana terhadap 

Penerbitan Sertipikat yang di dalam Kawasan Hutan”. Pembuktian pidana 

terkait dengan terbitnya sertipikat di kawasan hutan menggunakan sistem 

pembuktian negatif menurut undang-undang, yang menyatakan bahwa hakim 

tidak dapat memutuskan seseorang bersalah kecuali jika minimal dua alat 

bukti yang sah meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 

bahwa terdakwa bersalah atasnya. Dalam konteks penerbitan sertifikat di 

kawasan hutan, pertimbangan hakim mencakup adanya dugaan niat jahat 

berupa penyalahgunaan wewenang dari terdakwa dalam menerbitkan 

sertifikat hak milik di kawasan hutan untuk kepentingan pribadi (Herman et 

al., 2022). 

 Haris dkk (2023) dalam jurnal “Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat pada Lahan Brimob Polda Sultra, 
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menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan, peluang, dan sarana khusus 

yang dimiliki oleh penyelenggara negara memiliki kontribusi besar dalam 

mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu, terhadap sertipikat yang 

dikeluarkan oleh BPN yang mengandung unsur kesalahan, kewenangan untuk 

membatalkan sertipikat, termasuk pembatalan sertipikat, berada pada 

wewenang Kepala BPN RI, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Perkaban No. 3 

Tahun 2011. Pasal tersebut menetapkan bahwa "pemutusan hubungan hukum 

atau pembatalan sertipikat dilaksanakan oleh Kepala BPN." Selain itu, Pasal 

58 ayat (1) juga menegaskan bahwa "Kepala BPN mengeluarkan keputusan, 

peralihan, dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk menjalankan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Haris et al., 2023). 

 Wansen, dkk (2020) dalam jurnal “Penyalahgunaan Wewenang Dalam 

Penerbitan SHM Di Kawasan Hutan (Perpresktif Hukum Tindak Pidana 

Korupsi)” menyatakan bahwa  penerbitan sertipikat di kawasan hutan, mulai 

dari permohonan hingga terbitnya hak milik, tergantung pada ada tidaknya 

tindakan yang bersifat kejahatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) sebagai 

unsur penting dalam suatu pelanggaran. Secara spesifik, tindakan yang 

termasuk dalam kejahatan dan niat jahat dapat berupa kecurangan, penipuan, 

penyesatan, pemalsuan, manipulasi, penyembunyian informasi, pelanggaran 

peraturan, pemberian suap, serta gratifikasi, sehingga hal ini dapat 

diklasifikasikan sebagai tipikor (Wansen et al., 2020). 

 Berdasarkan hasil pada kajian literatur di atas peneliti mempunyai 

perbedaan dengan penelitian yang di atas. Perbedaannya terdapat pada lokasi 

penelitian, fokus pembahasan dan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 

yaitu optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN sebagai 

APIP dalam memberikan perlindungan hukum di lingkup Kementerian 

ATR/BPN khususnya dalam hal dugaan penyalahgunaan wewenang di 

kawasan hutan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kriteria dugaan penyalahagunaan wewenang di kawasan hutan  dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan hukum kaitannya dengan tugas dan 

fungsi pegawai di lingkup Kementerian ATR/BPN yaitu permasalahan 

hukum administrasi dan selama tidak terdapat unsur mens rea. Berdasarkan 

tiga kasus yang diteliti, yaitu di Kab. Lombok Timur, Kab. Mamuju, dan 

Kota Pagar Alam tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 

2 ayat (1) UU Tipikor), penyalahgunaan wewenang dalam ranah pidana 

khusus (Pasal 3 Tipikor), serta kerugian negara dan kerugian perekonomian 

negara sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan, dakwaan, dan putusan. 

Hal ini seharusnya menjadi tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dalam 

memberikan sanksi berupa penyelesaian secara administrasi yaitu 

pembatalan sertipikat dan pengembalian uang negara sehingga secara 

materill objek perkara telah hapus. 

2. Kendala dan hambatan yang Dihadapi oleh Itjen Kementerian ATR/BPN 

sebagai APIP dalam memberikan perlindungan hukum: 

a. Pelaksana di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan tidak melaporkan 

sejak dini terkait adanya permasalahan dugaan penyalahgunaan 

wewenang kepada Itjen sebagai APIP. Hal ini mengakibatkan 

permasalahan tersebut diketahui terlebih dahulu oleh APH dan langsung 

dilakukan penindakan pidana. 

b. Pelaksana di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan masih memiliki 

stigma negatif mengenai kegiatan audit (baik audit kinerja ataupun audit 

dengan tujuan khusus) oleh Itjen bahwa kegiatan tersebut dianggap 

“sebagai ajang mencari-cari kesalahan. Pelaksana di daerah cenderung 

mendiamkan dan tidak melakukan upaya koordinasi dengan Itjen dan 

APH apabila terdapat permasalahan hukum, khususnya mengenai 

dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengakibatkan 
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permasalahan tersebut berdampak besar dan dapat langsung di proses 

pidana oleh aparat penegak hukum. 

c. Hasil audit berupa rekomendasi yaitu pembatalan produk dan 

pengembalian uang negara, tidak ditindaklanjuti oleh unsur pelaksana 

di daerah baik itu di Kanwil maupun Kantah. Sehingga, terdapat dugaan 

kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang merupakan 

unsur utama suatu permasalahan hukum dapat dikategorikan sebagai 

tipikor. 

3. Optimalisasi peran Itjen sebagai APIP di Internal Kementerian ATR/BPN, 

bahwa para auditor rutin diberikan pelatihan secara berkala. Pelatihan yang 

dimaksud berupa teori dan praktek. Pelatihan tersebut juga dilakukan 

dengan melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, agar tercipta 

persamaan persepsi terkait penanganan permasalahan hukum penerbitan 

sertipikat di kawasan hutan yang dapat diselesaikan secara administrasi 

selama tidak terdapat unsur mens rea berdasarkan hasil pemeriksaan/audit 

tujuan tertentu oleh APIP. 

B. Saran 

Setelah memahami kajian ini peneliti memberikan saran dalam implikasi 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk tim fasilitiasi bantuan hukum di Kanwil BPN seluruh Indonesia dan 

Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, saran dari peneliti sebagai 

berikut:  

a. Apabila terdapat permasalahan hukum terkait dugaan penyalahgunaan 

wewenang, agar Kepala Kanwil BPN dan/atau Kepala Kantor 

Pertanahan segera melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat Jenderal 

c.q. Inspektorat Bidang Inventigasi (Irbi). Selanjutnya tim dari Irbi akan 

melalukan koordinasi lebih lanjut dengan Kanwil lokasi kejadian dan 

juga dengan aparat penegak hukum setempat agar mendahulukan proses 

penanganan dan penyelesaian secara administrasi.  

b. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis secara berkala kepada tim fasilitasi 

bantuan hukum baik di Kanwil maupun Kantah, agar tim tersebut dapat 
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segera melakukan koordinasi kepada Itjen dan Biro Hukum apabila 

terdapat permasalahan hukum menyangkut dugaan penyalahgunaan 

wewenang oleh pegawai di Lingkup Kementerian ATR/BPN agar segera 

dapat diselesaikan secara internal dalam bentuk penyelesaian 

administratif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 UU 

No.30 Tahun 2014. 

c. Perlu segera membangun persamaan persepsi dan membuat nota 

kesepahaman dengan aparat penegak hukum, agar permasalahan hukum 

berupa dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 

pegawai/pensiunan di lingkup Kementerian ATR/BPN agar 

mendahulukan pemeriksaan oleh Itjen Kementerian ATR/BPN sebagai 

APIP. Hasil audit dari Itjen Kementerian ATR/BPN yang menentukan 

terdapat unsur mens rea atau tidak. Jika tidak terdapat, maka 

diselesaikan secara administrasi yaitu pembatalan sertipikat dan 

pengembalian uang negara tapi apabila terdapat mens rea (seperti 

gratifikasi, suap-menyuap, pungutan liar, dan pemerasan), penanganan 

selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. 

2. Untuk Civitas Akademik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: 

a. Menyelenggarakan forum diskusi yang melibatkan unsur civitas 

akademika, praktisi, dan aparat penegak hukum dalam hal 

persamaan persepsi mengenai kesalahan yang bersifat administrasi 

yang tidak terdapat unsur mens rea seharusnya ditangani dan 

diselesaikan secara administrasi juga. 

b. Membuat kajian ilmiah mengenai pentingnya perlindungan hukum 

bagi pegawai di Lingkup Kementerian ATR/BPN dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 
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